
BUPATI PEMALANG
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI PEMALANG 

NOMOR AQ> TAHUN 2017

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI PEMALANG NOMOR 9 TAHUN 2017 

TENTANG TATA CARA PEMBERIAN DAN PEMANFAATAN INSENTIF 

PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PEMALANG,

Menimbang a bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten

Pemalang Nomor 19 Tahun 2017 tentang Perubahan 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten 

Pemalang Tahun Anggaran 2017, maka perlu dilakukan 

penyesuaian target kmerja pemungutan pajak daerah, 

b bahwa dalam rangka tertib admimstrasi, efektifitas dan 

sinergi pengelolaan pajak daerah, perlu pengaturan tentang 

pihak lain yang merhbatu mstansi pemungut pajak daerah, 

c bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 

dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan 

Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Pemalang 

Nomor 9 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pembenan dan 

Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah, -

Mengingat 1 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang

Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan 

Propinsi Jawa Tengah,
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2' Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak 

Daerah dan Retnbusi Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5049),

3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemermtahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah 

beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 

Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang 

Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemermtahan Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 

58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

5679),

4 Peraturan Pemenntah Nomor 32 Tahun 1950 tentang 

Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 

Tahun 1950,

5 Peraturan Pemenntah Nomor 58 Tahun 2005 tentang 

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4578),

6 Peraturan Pemenntah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata 

Cara Pembenan dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan 

Pajak Daerah dan Retnbusi Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161),

7 Peraturan Menten Dalam Negen Nomor 13 Tahun 2006 

tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah 

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan 

Peraturan Menten Dalam Negen Nomor 21 Tahun 2011,

8 Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 13 Tahun 

2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah 

(Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2007 Nomor 

13) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah 

Kabupaten Pemalang Nomor 6 Tahun 2010 (Lembaran 

Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2010 Nomor 11),

(
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9 Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 1 Tahun 

2012 ten tang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten 

Pemalang Tahun 2012 Nomor 1),

10 Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 13 Tahun 

2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah 

Kabupaten Pemalang (Lembaran Daerah Kabupaten 

Pemalang Tahun 2016 Nomor 14, Tambahan Lembaran 

Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 14),

11 Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 15 Tahun 

2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 

Kabupaten Pemalang (Lembaran Daerah Kabupaten 

Pemalang Tahun 2016 Nomor 15, Tambahan Lembaran 

Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 15),

12 Peraturan Bupati Pemalang Nomor 70 Tahun 2016 tentang 

Kedudukan, Susunan Orgamsasi, Tugas, Fungsi dan Tata 

Kerja Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten 

Pemalang (Benta Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2016 

Nomor 75),

MEMUTUSKAN

Menetapkan PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN
BUPATI PEMALANG NOMOR 9 TAHUN 2017 TENTANG TATA CARA 
PEMBERIAN DAN PEMANFAATAN INSENTIF PEMUNGUTAN 
PAJAK DAERAH

Dalam Peraturan Bupati mi yang dimaksud dengan

1 Daerah adalah Kabupaten Pemalang

2 Bupati adalah Bupati Pemalang

3 Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Pemalang

4 Sekretans Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Pemalang

5 Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Pemalang yang 

selanjutnya disebut BAPENDA adalah Instansi Pelaksana Pemungut Pajak

6 Kepala BAPENDA Kabupaten Pemalang adalah Kepala Instansi Pelaksana 

Pemungut Pajak

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

3

     http://jdih.pemalangkab.go.id/     http://jdih.pemalangkab.go.id/



7 Pajak Daerah yang selanjutnya disebut pajak, adalah kontnbusi wajib 
kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat 
memaksa berdasarkan Undang-undang, dengan tidak mendapatkan 
imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi 
sebesar-besarnya kemakmuran rakyat

8 Pajak Daerah yang dikelola BAPENDA meliputi Pajak Hotel, Pajak 
Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak 
Mineral Bukan Logam dan Batuan, Pajak Parkir, Pajak Air Tanah, Pajak 
Sarang Burung Walet dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan 
dan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan

9 Insentif Pemungutan Pajak Daerah adalah tambahan penghasilan yang 
diberikan sebagai penghargaan atas kmerja tertentu dalam melaksanakan 
pemungutan Pajak Daerah

10 Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan 
data obyek dan subyek pajak, penentuan besarnya pajak yang terutang 
sampai kegiatan penagihan pajak kepada Wajib Pajak serta pengawasan 
penyetorannya

11 Pihak lam adalah pihak yang membantu Instansi Pelaksana Pemungut 
Pajak

BAB II

INSENTIF PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH 

Pasal 2

(1) Insentif Pemungutan Pajak Daerah diberikan kepada BAPENDA selaku 
Instansi Pelaksana Pemungut Pajak Daerah

(2) Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara 
proporsional yang diberikan kepada
a Bupati dan Wakil Bupati sebagai penanggung jawab pengelolaan 

keuangan daerah,
b Sekretans Daerah selaku koordmator pengelolaan keuangan daerah, 
c Pejabat dan pegawai BAPENDA sesuai dengan tanggung jawab 

masing-masing,
d Pemungut Pajak Bumi dan Bangunan pada tingkat Desa/Kelurahan 

dan Kecamatan, Kepala Desa/Lurah dan Camat, dan tenaga lainnya 
yang ditugaskan oleh BAPENDA selaku Instansi Pelaksana 
Pemungutan Pajak,

e Pihak lam yang membantu BAPENDA dalam pemungutan Pajak 
Daerah
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(3) Pihak lam yang membantu BAPENDA sebagaimana dimaksud pada ayat

(2) huruf e adalah pejabat pada perangkat daerah

a Badan Pengelola Keuangan Daerah Selaku Pejabat Pengelola Keuangan 
Daerah dan Bendahara Umum Daerah, 

b Satuan Polisi Pamong Praja Penegak Peraturan Daerah, 

c Bagian Hukum Sekretanat Daerah Penyusun Regulasi Daerah, dan 

d Notans/Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) selaku pihak yang 

membantu pemungutan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan

(4) Pemberian Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimaksudkan 

untuk meningkatkan

a Kinerja BAPENDA,

b Semangat kerja bagi pejabat atau pegawai BAPENDA, 

c Pendapatan daerah, dan 

d Pelayanan kepada masyarakat

Pasal 3

(1) Pejabat dan Pegawai BAPENDA dapat diberi insentif apabila mencapai 

kinerja tertentu

(2) Kinerja tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pencapaian 

target penerimaan pajak yang ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Daerah yang dijabarkan secara tnwulanan sebagaimana 

tercantum pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari 

Peraturan Bupati ini

(3) Pemberian Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan setiap 

tnwulan pada awal tnwulan benkutnya

(4) Penenma dan besarnya Insentif Pajak Daerah ditetapkan oleh Bupati

(5) Dalam hal target kinerja suatu triwulan tidak tercapai, Insentif untuk 

tnwulan tersebut dibayarkan pada awal triwulan benkutnya yang telah 

mencapai target kinerja triwulan yang ditentukan

(6) Dalam hal target kinerja pada akhir tahun anggaran penerimaan tidak 

tercapai, tidak membatalkan Insentif yang sudah dibayarkan untuk 

triwulan sebelumnya

BAB III

SUMBER DAN BESARAN INSENTIF

Pasal 4

(1) Insentif bersumber dan pendapatan pajak daerah sesuai dengan 

ketentuan perundang-undangan
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(2) Besaran Insentif Pemungutan Pajak Daerah sebesar 5% (lima persen) dan 

rencana penenmaan pajak daerah dalam tahun anggaran berkenaan 

untuk tiap-tiap jems pajak

(3) Besarnya pembayaran Insentif untuk Pemungut Pajak Bumi dan 

Bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf d adalah 

sebesar 5% (lima persen) dan besarnya Insentif yang ditetapkan 

berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

(4) Besarnya pembayaran Insentif untuk pihak lam sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 2 ayat (2) huruf e paling tmggi sebesar 10% (sepuluh persen) 

dan besarnya Insentif yang ditetapkan berdasarkan ketentuan 

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disesuaikan dengan kontnbusinya 

pada tiap-tiap jems pajak

(5) Besaran insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3) dan ayat 

(4) ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 

Kabupaten Pemalang

(1) Kepala BAPENDA menyusun penganggaran Insentif Pemungutan Pajak 

Daerah yang besarnya sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 4

(2) Penganggaran insentif pemungutan pajak sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) dikelompokkan ke dalam belanja tidak langsung yang diuraikan 

berdasarkan jems belanja pegawai, obyek belanja insentif pemungutan 

pajak serta rincian obyek belanja pajak

Dalam hal target penenmaan pajak pada akhir tahun anggaran telah tercapai 

atau terlampaui, pembayaran insentif belum dapat dilakukan pada tahun 

anggaran berkenaan, pembenan insentif diberikan pada tahun anggaran 

benkutnya yang pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan

Pertanggungjawaban pembenan insentif dilakukan sesuai dengan ketentuan 
peraturan perundang-undangan

BAB IV

PENGANGGARAN, PELAKSANAAN, DAN PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7
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BAB V
KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 8

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Pemalang 

Nomor 17 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif 

Pemungutan Pajak Daerah dan Peraturan Bupati Pemalang Nomor 8 Tahun 

2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Pemalang Nomor 17 Tahun 

2012 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan 

Pajak Daerah, dicabut dan dmyatakan tidak berlaku

Pasal 9

Peraturan Bupati mi mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memermtahkan pengundangan Peraturan 

Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pemalang

Ditetapkan di Pemalang 
pada tanggal c2®#

\

V

\ ~F
JUNAEDI

Diundangkan di Pemalang 
pada tanggal Afc ^ fn b e r? c > 7

SEKRETARIS DAERAH^ABUPATEN PEMALANG

BUDHIRAHARDJO

BERITA DAERAH KABUPATEN PEMALANG TAHUN 2017 NOMOR A 4

PARAF HIRARKI
Kasubid
Kabid
Sek Ban A
Ka Ban
Sekda LJzJ
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LAMPIRAN 
PERATURAN BUPATI 
NOMOR f a  TAHUN 2 0 1 7
TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI PEMALANG NOMOR 9  TAHUN 2 0 1 7  
TENTANG TATA CARA PEMBERIAN DAN PEMANFAATAN INSENTIF PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH

TARGET KINERJA PENERIMAAN PAJAK DAERAH PER TRIWULAN
TAHUN ANGGARAN 2017

NO JENIS PAJAK
TARGET

TRIWULAN I 
(%)

TRIWULAN II 
(%)

TRIWULAN III 
(%)

TRIWULAN IV 
(%)

(1) (2) (3) (4) (5) (6)

1 Pajak Hotel 20 50 80 100

2 Pajak Restoran 20 50 75 100

3 Pajak Hiburan 25 40 75 100

4 Pajak Reklame 20 55 80 100

5 Pajak Penerangan Jalan 25 50 73 / 
i

O o

6 Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan 20 50 80 ^  100

7 Pajak Parkir 20 45 75 100

8 Pajak Air Tanah 15 40 70 100

9 Pajak Sarang Burung Walet 10 45 85 100

10 Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan 25 50 75 100

11 Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan 5 50 75 100
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P E M E R IN T A H  K A B U P A TE N  P E M A L A N G  

S E K R E T A R IA T  D A E R A H

NOTA DINAS

Kepada Yth 

Lewat Yth 

Dan

Tanggal

Nomor

Sifat

Lampiran

Perihal

Bapak Bupati Pemalang

Sekretaris Daerah Kabupaten Pemalang / -

Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Pemalang

1 3 Oktober 2017

180/ f U  / Hk

Segera

1 (satu) Berkas

Asmanan Peraturan Bupati Pemalang

ISI

Dilaporkan dengan hormat,

1 Telah dikoreksi Peraturan Bupati Pemalang tentang Perubahan Atas Peraturan 
Bupati Pemalang Nomor 9 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pemberian dan 
Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah.

Yang telah diajukan oieh Bappeda Kabupaten Pemalang

2 Koreksi ini sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan 

3. Untuk itu mohon asmanan

MENGETAHUI

ASISTENI AN SEKDA KEPALA BAGIAN HUKUM

KABU LANG SETD '  NG

A ;h

Pern 1uda

NIP 19l )2 1 001 NIP 19670510 199603 1 002

PARAF HIRARKI
------------------------------j---------— —

Kasubag j ^

211 OCT 2017

uroharliknsumo No 1 Pemalang 52312 Prov Jawa Tengah 

Telp (0284) 321068-321368 Faks (0284) 322229 

Website www Pemalangkab go id
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